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ABSTRAK 

 

Nurgayah, (2023) : Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bidang Intelijen 

Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 

Berdasarkan Pasal 30b  Huruf D Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet 

Uin Suska Riau) 

 

Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara dan 

masyarakat secara luas. Pencegahan korupsi menjadi sebuah kebutuhan mendesak 

guna mengatasi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. 

Kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat penting dalam 

upaya pencegahan dan penindakan korupsi.  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana kewenangan 

bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya 

bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tujuan 

penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan bidang intelijen kejaksaan 

dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui upaya bidang intelijen 

kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peundang-

undangan serta pendekatan kasus dengan metode studi literatur serta dengan 

metode kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai topik 

penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan bidang Intelijen 

kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi beberapa kewenangan belum 

terlaksana dan kewenangan yg lain masih harus ditingkatkan lagi. Upaya 

Pencegahan tindak pidana korupsi meliputi program pembinaan masyarakat taat 

hukum, Program peningkatan jaringan masyarakat anti Korupsi Kolusi dan 

Nepotisme (KKN), TP4, Program Akur, Satuan Tugas Khusus Penanganan dan 

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Jaksa Masuk Kampus.  

 

Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Kewenangan Kejaksaan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 (selanjutnya disebut; UUD 1945) menyebutkan bahwa, negara 

Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan negara hukum tersebut adalah 

persamaan perlakuan dimuka hukum yang mengandung pengertian bahwa 

setiap warganegara Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan dan 

perlindungan yang adil serta sama dimuka hukum. 

Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam konsep negara 

hukum karena menjadi bagian integral dalam proses hukum nasional. 

Penegakan hukum sendiri juga bisa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan 

terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntunan, penghakiman 

dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan 

dan kegiatan pemasyarakatan kembali.
1
 

Menciptakan hukum bertujuan untuk membentuk warga masyarakat 

yang patuh terhadap peraturan yang berlaku, sehingga tercipta kerukunan dan 

ketentraman dalam kehidupan bersama. Namun, pada kenyataannya, seringkali 

terjadi tindak pidana yang mengindikasikan bahwa tujuan hukum belum 

sepenuhnya tercapai dengan baik. Tindak pidana merujuk pada perbuatan yang 

dilakukan oleh individu atau kelompok yang melanggar peraturan yang 

                                                 
1
 Mustari Ali, "Kajian Terhadap Pidanan Mati Dikaitkan Dengan Perlindungan Hak Asasi 

Manusia (Studi kasus terpidana mati kasus narkotika)", Jurnal Lex Administratum, 5 ( 3), 2017. h. 

58. 
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berlaku, dan pelanggaran tersebut dapat berakibat pada ancaman atau sanksi 

berupa hukuman. 

Fungsi hukum termasuk sebagai alat untuk mengubah masyarakat, 

dimana hal ini menyiratkan bahwa hukum memiliki peran dalam membentuk 

pola-pola perilaku masyarakat. Pola-pola tersebutlah yang tentunya harus 

mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang menjunjung pembangunan 

di berbagai sektor.  

Proses pembangunan saat ini tidak hanya memengaruhi kemajuan yang 

cepat dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan 

yang pesat dalam tindak pidana yang semakin mengkhawatirkan masyarakat. 

Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua 

kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan 

keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta 

menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian 

negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 

masyarakat. 

Korupsi merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang dianggap 

melanggar norma-norma sosial dalam interaksi sosial, dan tindakan ini 

dianggap merugikan masyarakat dan negara. Karena itu, perilaku korupsi 

sering kali dikecam oleh masyarakat, bahkan oleh para pelaku korupsi sendiri, 

sebagaimana dinyatakan dalam ungkapan "koruptor teriak koruptor". 

Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis 
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dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang 

perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.
2
 

Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Diky Anandya dalam hasil 

pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 tahun 2022 

menjelaskan terjadi peningkatan dalam kasus korupsi dibandingkan pada tahun 

sebelumnya. Selama semester pertama tahun 2022, terdapat 252 kasus korupsi, 

berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh ICW sejak 1 Januari hingga 30 

Juni 2022. Dari 252 kasus korupsi yang disidik oleh penegak hukum, ada 612 

tersangka dan nilai kerugian Negara yang ditimbulkan sebesar Rp 

33.665.722.615.031 (33 Trilliun).
3
 

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. 

Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak 

pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja 

terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan 

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan 

pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana 

korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya 

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut 

dengan cara yang luar biasa.  

Tindak Pidana Korupsi sering kali disebut sebagai "kejahatan luar 

biasa" karena dampak yang dihasilkannya juga luar biasa. Oleh karena itu, 

                                                 
2
 Elwi Danil, Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, (Jakarta:Raja 

Grafindo, 2011), h.1. 
3
 Diky Anandya, “Hasil pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi semester 1 2022, 

Indonesia Corruption Watch”., ( 2022),  h.32. 
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korupsi dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (extraordinary 

crime), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang 

luar biasa (extraordinary measure) dan dengan menggunakan instrumen-

instrumen hukum yang luar biasa pula (extraordinary nstrument).
4
 Tindak 

Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana khusus, dan upaya 

untuk menghentikan tindak pidana ini diatur secara khusus. Hal ini diatur 

dengan rinci dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 4 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK) berbunyi sebagai berikut: 

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk 

mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya 

koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan”.
5
 

Negara Indonesia menunjukan komitmen serius dalam menangani 

tindak pidana korupsi dengan mendirikan tiga lembaga Negara yang memilki 

tugas dalam pencegahan dan penindakan korupsi. Ketiga lembaga Negara 

tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Dalam pelaksanaan tugas penanganan tindak pidana korupsi, masing-

masing dari tiga Lembaga Negara tersebut diberikan tugas dan kewenangan 

oleh Undang-Undang. 

                                                 
4
 Elwi Danil, op. cit., h.76. 

5
 Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 1 

Angka 4. 



5 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbentuk sebagai hasil dari 

penilaian bahwa lembaga konvensional seperti Kepolisian dan Kejaksaan 

belum efektif dalam menangani skala besar tindak pidana korupsi di Indonesia. 

Faktor ini diperkuat oleh rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 

kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani korupsi yang merajalela di 

berbagai sektor pemerintahan, termasuk di lingkungan Kepolisian dan 

Kejaksaan sendiri. 

Berikut ini adalah gambaran ringkas mengenai peran lembaga penegak 

hukum dalam mencegah dan menangani tindak pidana korupsi, serta metode 

koordinasi penanganan kasus korupsi, antara lain: 

1. Kepolisian 

Penanganan dalam segala bentuk tindak pidana, termasuk tindak 

pidana korupsi, terdapat berbagai peraturan yang mengatur tugas dan 

wewenang Kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan. 

Beberapa peraturan tersebut ialah: 

a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian memberikan 

tugas kepada kepolisian, termasuk dalam pasal 14 ayat 1 huruf g, yang 

melibatkan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh 

tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum acara pidana dan regulasi 

perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 

angka 10 Undang-Undang Kepolisian, penyidik adalah pejabat 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan 

hukum untuk melakukan penyidikan.; 
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b. Peraturan lain yang memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk 

melakukan penyelidikan dan penyidikan didasarkan pada Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 1 ayat 1 

dan ayat 4, serta rincian tugas dan kewenangannya yang dijelaskan 

dalam Pasal 4 – 9 KUHAP. Pasal 1 ayat 1 dan 4 KUHAP menjelaskan 

bahwa Polisi Negara Republik Indonesia adalah pejabat yang diberikan 

kewenangan oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyelidikan 

dan penyidikan; 

c. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi dalam Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK), tugas Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan 

penyidikan diatur dalam Pasal 41. Pasal ini mencantumkan bahwa 

"Komisi Pemberantasan Korupsi dapat melakukan kerja sama dalam 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan 

lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian 

internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia". 

2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) 

Peran serta kewenangan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) 

dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 

30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan korupsi. Pasal 6 hingga 

Pasal 14 menguraikan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK. 

Salah satu tugas utama KPK, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 huruf 
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c, adalah pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain 

itu, KPK juga berhak untuk mengambil alih kasus yang tengah ditangani 

oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam kondisi tertentu, sesuai dengan 

ketentuan yang terdapat dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang KPK. 

3. Kejaksaan 

Menangani berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, terdapat 

beberapa ketentuan dalam Undang-Undang yang mengamanatkan tugas 

dan wewenang kepada kejaksaan, yaitu: 

a. Satu dari tugas dan wewenang utama Kejaksaan, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Rebuplik 

Indonesia adalah melaksanakan penuntutan dan melakukan penyidikan 

serta pencegahan atas tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur 

dalam Undang-Undang, di antaranya adalah tindak pidana korupsi. 

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 

Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penuntutan, sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) KUHAP; 

c. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi yang dijelaskan 

dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), peran Kejaksaan dalam penyidikan 

diatur dalam Pasal 41. Pasal ini mencantumkan bahwa “Komisi 

Pemberantasan Korupsi dapat melaksanakan kerja sama dalam 

penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan 

lembaga penegak hukum negara lain sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan perjanjian 

internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia”. 

Sedangkan, wewenang Kejaksaan dalam melakukan penuntutan tidak 

diatur dengan jelas dalam Undang-Undang ini. 

Kejaksaan menggunakan Intelijen Kejaksaan dalam rangka 

menjalankan penegakan hukum sebagai salah satu alat untuk mengungkap 

kasus tindak pidana korupsi. Metode atau strategi yang digunakan oleh 

Intelijen Kejaksaan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi tingkat 

tindak pidana korupsi di Indonesia. Intelijen Kejaksaan merupakan salah satu 

komponen dalam sistem intelijen negara. Hal ini terdapat dalam Pasal 9 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang 

berbunyi sebagai berikut: 

“Penyelenggara intelijen terdiri atas :  

a. Badan Intelijen Negara;  

b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;  

c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;  

d. Intelijen Kejaksaan Negara Republik Indonesia; dan  

e. Intelijen Kementrian / atau Lembaga Pemerintahan dan 

Kementrian".
6
 

Institusi Kejaksaan bidang intelijen memiliki peranan yang cukup 

sentral dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Yang terdapat pasal 

                                                 
6
 Ibid, Pasal 9 
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30B dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: 

"Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:  

a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan 

penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;  

b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan 

pelaksanaan pembangunan; 

c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga 

intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya,di dalam 

maupun di luar negeri; 

d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan  

e. melaksanakan pengawasan multimedia".
7
 

Kejaksaan sepanjang semester I tahun 2022 tercatat telah menangani 

sebanyak 183 kasus dengan 413 orang tersangka dan nilai kerugian negara 

sebanyak Rp 30.791 Triliun. Penyebutan angka-angka tersebut tidak 

berkorelasi langsung dan dapat dinyatakan sebagai sebuah keberhasilan dalam 

pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejari Pekanbaru pernah meraih 

peringkat pertama di Indonesia dalam penanganan kasus tindak pidana 

Korupsi.
8
 Namun ini tidak menjadikan lupa diri, Kejaksaan tetap lakukan 

penyelidikan apabila terjadi Tindak Pidana Korupsi. 

                                                 
7
 Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan Republik, Pasal 30B. 

8
 Chaidir Anwar Tanjung, “kejari pekanbaru raih peringkat 1 penanganan kasus korupsi”, 

dimuat dalam https://news.detik.com/berita/d-4241042/kejari-pekanbaru-raih-peringkat-1-

penanganan-kasus-korupsi. diakses 01 Desember 2022. 

https://news.detik.com/2018/10/03/Berita/kejari-pekanbaru-raih-peringkat-1-penanganan-kasus-korupsi
https://news.detik.com/berita/d-4241042/kejari-pekanbaru-raih-peringkat-1-penanganan-kasus-korupsi
https://news.detik.com/berita/d-4241042/kejari-pekanbaru-raih-peringkat-1-penanganan-kasus-korupsi
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Kegiatan intelijen Kejaksaan memiliki signifikansi dalam 

mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi, dan memecahkan berbagai 

tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Hal ini bertujuan untuk membentuk 

kondisi yang kuat, tahan, dan mampu mengatasi ancaman serta gangguan yang 

mungkin timbul. Intelijen dihadapkan pada tugas-tugas yang bersifat rahasia, 

kompleks, dan penuh dengan elemen misteri. Keberhasilan intelijen dalam 

menyelesaikan permasalahan yang bersifat rahasia merupakan kunci penting, 

namun harus dijalankan dengan penuh kerahasiaan dan mempertimbangkan 

resiko yang mungkin timbul.  

Tindak pidana korupsi jumlah besar berpotensi bukan hanya memiliki 

resiko yang besar tetapi juga menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara 

yang besar pula sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan 

membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini, korupsi sudah meluas 

secara lintas negara. Contoh yang nyata adalah fenomena yang dikenal sebagai 

foreign bribery, yaitu tindakan penyuapan yang dilakukan oleh perusahaan-

perusahaan multinasional terhadap pejabat-pejabat negara di negara-negara 

berkembang. Korupsi juga dapat diidentifikasi sebagai ancaman terhadap 

kesejahteraan masyarakat, karena telah menjangkau sektor-sektor penting 

seperti pendidikan, kesehatan, pangan, agama, dan layanan sosial lainnya.
9
 

Pejabat pemerintah tidak ragu untuk melanggar hukum negara guna 

mencapai kekayaan. Kasus-kasus korupsi seringkali sulit untuk diungkap 

karena pelakunya memiliki keterkaitan dengan kekuasaan atau wewenang yang 

                                                 
9
 Septiana Dwiputrianti, "Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia", 

Jurnal Ilmu Administrasi STIA Lan Bandung, 2009.  h. 257. 
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mereka pegang. Tindakan korupsi ini umumnya melibatkan lebih dari satu 

individu dan seringkali dilakukan secara terorganisir. Salah satu contohnya 

kasus dari pengadaan jaringan internet UIN Suska Riau yang dilakukan oleh 

mantan Rektor Uin Suska Riau inisial AM. Kasus korupsi pengadaan internet 

di kampus UIN Suska Riau yang menjerat inisial AM dengan anggran sekitar 

Rp 3,6 milliar lebih. Dana tersebut bersumber dari APBN pada tahun 2020 

sebesar Rp 2,9 milliar dan APBN 2021 sebesar Rp 734 juta lebih.
10

 

Kasus penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi pengadaan 

internet di kampus UIN Suska Riau adalah pengadaan penentuan kegiatan 

layanan internet di UIN pada tahun 2020 dan tahun 2021. Dalam 

pelaksanaannya, terdakwa AM seolah-olah menjadi Pejabat Pembuat Komite 

(PPK) pengadaan layanan internet. Padahal AM telah menunjuk Rupiah Murni 

selaku PPK untuk kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau 

Tahun 2020. Namun terdakwa mengambil semua tanggung jawab PPK seperti 

menandatangani kontrak berlangganan (subscription contract) pada 2 januari 

2020.  Di kontrak itu, dicantumkan kontak person Benny Sukma Negara 

dengan tujuan agar PT. Telekomunikasi Indonesia berkomunikasi dengan 

Benny Sukma Negara bukan dengan PPK. Dalam melakukan pembayaran 

terhadap kegiatan pengadaan layanan internet di UIN Suska Riau, Terdakwa 

memerintahkan PPK Rupiah Murni dan Safarin Nasution membayar kegiatan 

tersebut dengan Anggaran tahun 2020. Namun setelah satu tahun berlalu, tidak 

semua layanan yang tertuang dalam kontrak berlangganan dilaksanakan setiap 

                                                 
10 Fahrul Rozi, “Mantan Rektor UIN suska Riau resmi ditahan” artikel dari  

http://lamanriau.com/2022 /10/21/ mantan-rektor-uin-suska-riau-resmi-ditahan/. Diakses 03 

Desember 2022. 
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bulan. Di antaranya, layanan "maintenance fiber optic" antargedung, namun 

setiap bulan tetap dibayarkan sebagaimana dalam kontrak berlangganan. Hal 

tersebut telah melakukan tindak pidana Kolusi secara bersama-sama 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
11

 

Konteks kasus terkait pengadaan ini juga diatur dalam Pasal 12 huruf (i) 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, yang menjelaskan ketika pegawai negeri atau penyelenggara Negara 

secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan atau persewaan padalah ia ditugaskan untuk 

mengurus dan mengawasinya. 

Situasi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam peraturan atau pada 

aparat penegak hukum yang bertugas untuk memberantas korupsi. Kelemahan 

ini tentu saja menimbulkan ketidakpastian terhadap peraturan yang telah ada 

dalam menangani kasus-kasus korupsi, baik dalam aspek hukum pidana 

korupsi maupun kinerja instansi terkait yang terlibat dalam penanganan kasus 

tindak pidana korupsi ini. Dari sekian banyak instansi, Kejaksaan mempunyai 

peran penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia 

yang memiliki kewajiban untuk memastikann terimplementasinya kewenangan 

bidang inteljen tersebut.  

                                                 
11

 Bayu Agustari Adha, "Mantan Rektor UIN Suska Riau Jalani Sidang Perdana Kasus 

Korupsi" https://www.antaranews.com/berita/3221697/mantan-rektor-uin-suska-riau-jalani-

sidang-perdana-kasus-korupsi#mobile-src. Diakses 16 September 2023. 

https://www.antaranews.com/berita/3221697/mantan-rektor-uin-suska-riau-jalani-sidang-perdana-kasus-korupsi#mobile-src
https://www.antaranews.com/berita/3221697/mantan-rektor-uin-suska-riau-jalani-sidang-perdana-kasus-korupsi#mobile-src
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk 

melakukan penelitian dalam format skripsi yang berjudul : TINJAUAN 

YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INTELIJEN 

KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI  

BERDASARKAN PASAL 30B  HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 

11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi 

Kasus Pengadaan Jaringan Internet UIN Suska Riau). 

B. Batasan Masalah 

Untuk menjaga fokus dan arah penelitian ini agar tidak menyimpang 

dari pokok permasalahannya, penulis telah mengidentifikasi dan membatasi 

lingkup masalah penelitian ini pada kewenangan bidang intelijen Kejaksaan 

dalam pencegahan tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 30B huruf D 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

dan upaya-upaya yang dilakukan oleh bidang Intelijen kejaksaan dalam 

pencegahan tindak pidana korupsi. 

C. Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti 

mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, 

antara lain: 

1. Bagaimana kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana 

korupsi? 

2. Bagaimana upaya bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak 

pidana korupsi? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis melalui 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam 

tindak pidana korupsi. 

b. Untuk mengetahui upaya bidang intelijen kejaksaan dalam 

pencegahan tindak pidana korupsi. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan inti permasalahan yang ada, maka manfaat dari 

penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang 

bermanfaat untuk penelitian masa depan dalam bidang ilmu hukum, 

khususnya bagi mahasiswa dan peneliti yang akan menjalankan studi 

dengan fokus yang serupa. 

b. Manfaat Praktis 

Memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Pengertian Tinjuan Yuridis 

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, “tinjauan” dan 

“yuridis”. Tinjauan berasal dari kata “tinjau” yang artinya 

mempelajari dengan cermat; memeriksa; mengamati; menduga; 

menilik; atau mempertimbangkan kembali. Ka lta l tinjalu mendalpa lt 

a lkhiraln “–aln” menjaldi tinjalua ln ya lng a lrtinya l perbua ltaln meninjalu. 

Pengertia ln ka ltal tinjalua ln da lpalt dia lrtikaln pemeriksala ln ya lng teliti; 

penyelidikaln; kegia ltaln pengumpula ln da lta l; pengola lhaln; a lna llisal; da ln 

penya ljialn da lta l ya lng dila lkukaln seca lra l sistemaltis da ln objektif untuk 

memecalhka ln sua ltu persoallaln.
12

 

Yuridis beralsa ll dalri kaltal Jurisdictie; Rechtmalcht, 

Jurisdiction ya lng a lrtinya l kekualsa la ln menga ldili. Yuridis da lpalt 

dialrtikaln juga l seba lga li Judicaltuur; Rechtspralalk alta lu penga ldilaln. 

Da lpa lt dialrtikaln yuridis seba lga li menurut hukum a ltalu ya lng ditetalpka ln 

oleh undalng-unda lng. 
13

 

Da lpa lt disimpullka ln kegia ltaln pemeriksa la ln ya lng teliti, 

pengumpula ln daltal a ltalu penyelidikaln ya lng dila lkukaln secalra l sistemaltis 

da ln objektif berda lsa lrkaln menurut a ltalu hukum da ln unda lng-unda lng itu 

ialla lh tinjalua ln yuridis.  

                                                 
12

 Tim Penyusun, Kalmus Balhalsal Indonesial, (Jalkalrtal: kalmus pusalt balhalsal, 1999), h.1198. 
13

 Yaln Pralmaldya l Puspal, Kalmus hukum, (Semalralng: ALnekal Ilmu Indonesia l, 1977),  h.493. 
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Tinjalualn yuridis dalam konteks hukum pidalna l dalpa lt 

didefinisikaln sebagai proses pemeriksa laln da ln a lnallisis ya lng cerma lt 

terhalda lp semual alspek hukum pidalna l malteriil, ya lng mencalkup 

penelusuraln terhalda lp semual altura ln daln peraltura ln ya lng menga ltur 

tindalka ln-tinda lka ln ya lng da lpa lt dikenali hukumaln, identifikalsi delik 

ya lng terjaldi, penentualn a lpa lkalh unsur-unsur tindalk pidalna l telalh 

terpenuhi, identifikalsi pelalku ya lng da lpa lt dipertalnggungja lwa lbka ln alta ls 

tindalk pida lna l tersebut, daln penetalpa ln hukuma ln ya lng a lka ln 

diberlalkukaln terhalda lp pelalku tindalk pida lna l. 

2. Kewena lngaln 

Pa lda l umumnya l, kewenalnga ln dia lrtikaln seba lga li kekualsa la ln, 

kekualsa la ln merupalka ln “kemalmpualn da lri oralng a lta lu golonga ln untuk 

mengua lsa li ora lng la lin a lta lu golonga ln la lin berda lsa lrkaln kewiba lwa la ln, 

kewenalnga ln kha lrisma l a ltalu kekua ltaln fisik”.
14

 Istila lh "wewena lng" a lta lu 

"kewena lnga ln" memiliki konsep ya lng sering dihubungka ln denga ln 

istilalh Belalnda l "bevoegdheid" (wewena lng a lta lu berkualsa l). Wewenalng 

merupalka ln elemen ya lng sa lnga lt krusia ll dalla lm Hukum Ta ltal 

Pemerintalha ln (Hukum ALdministralsi) kalrena l pemerintalha ln halnya l da lpa lt 

menjallalnka ln tuga lsnya l jikal didalsa lrka ln palda l wewenalng ya lng diberikaln. 

Kewena lnga ln tidalk ha lnya l dia lrtika ln seba lga li ha lk untuk melalkuka ln 

pra lktik kekualsa laln. Na lmun kewena lnga ln juga l dia lrtikaln ya litu: untuk 

                                                 
14

 Sallim H.S da ln Erlies Septia lnal Nurbalni, Peneralpaln Teori Hukum paldal penelitialn Tesis 

daln Disertalsi, (Jalkalrtal:Raljalwa lli Pers,2013), h.185. 
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meneralpkaln da ln menega lkka ln hukum; Ketala ltaln ya lng pa lsti; Perintalh; 

Memutuskaln; Penga lwa lsa ln; Yurisdiksi; a lta lu kekualsa la ln. 

Kea lbsa lha ln tinda lkaln pemerintalha ln diukur berdalsa lrka ln 

wewena lng ya lng dia ltur dallalm peralturaln perundalng-unda lnga ln. Periha ll 

kewenalnga ln da lpa lt dilihalt dalri Konstitusi Nega lra l ya lng memberikaln 

legitimalsi kepa ldal Ba lda ln Publik da ln Lemba lga l Nega lra l da lla lm 

menjallalnka ln fungsinya l. Wewena lng a lda llalh kemalmpua ln bertindalk ya lng 

diberikaln oleh undalng-unda lng ya lng berlalku untuk mela lkukaln 

hubunga ln da ln perbua ltaln hukum.
15

  

Definisi kewenalnga ln da lla lm Ka lmus Umum Ba lha lsa l Indonesia l 

memiliki malkna l ya lng identik denga ln wewena lng, ya lkni ha lk da ln 

kekualsa la ln untuk melalkukaln sesua ltu. Ha lssa ln Sha ldhily menerjemalhka ln 

wewena lng (aluthority) sebalga li ha lk alta lu kekualsa la ln memberikaln 

perintalh alta lu bertindalk untuk mempenga lruhi tinda lkaln ora lng la lin, alga lr 

sesua ltu dilalkuka ln sesua li denga ln ya lng diinginka ln.
16

 Ha lssa ln Sha ldhily 

memperjelals terjemalha ln aluthority denga ln memberika ln sua ltu 

pengertialn tentalng “pemberialn wewena lng (delegaltion of aluthority)”. 

Delegaltion of aluthority iallalh proses penyera lha ln wewenalng da lri 

seora lng pimpina ln (malnalger) kepa lda l ba lwa lhalnnya l (subordinaltes) ya lng 

disertali timbulnya l ta lnggung ja lwa lb untuk melalkukaln tuga ls tertentu. 

Proses delegaltion of aluthority dilalksa lna lka ln melallui lalngka lh-la lngka lh 

                                                 
15

 SF. Malrbun, Peraldilaln A Ldministralsi Negalral daln Upalyal A Ldministralsi di Indonesial, 

(Yogyalkalrtal: Liberty, 1997), h.154. 
16

 Tim Penyusun Ka lmus-Pusalt Pembinalaln da ln Pengembalngaln Balhalsal, Kalmus Besalr 

Balhalsal Indonesial, (Jalkalrtal: Ballali Pustalkal, 1989), h.170. 
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ya litu : menentukaln tuga ls ba lwa lha ln tersebut; penyera lha ln wewenalng itu 

sendiri; daln timbulnya l kewa ljiba ln melalkuka ln tuga ls ya lng suda lh 

ditentukaln.
17

 

3. Intelijen 

Istila lh "intelijen" bera lsa ll dalri balha lsa l Inggris, ya lkni 

"intelligence". Dallalm balha lsa l Inggris, "intelligent" merujuk kepalda l 

seseora lng ya lng cerda ls a lta lu palnda li, sedalngka ln "intelligence" menga lcu 

pa ldal kecerdalsa ln a ltalu inteligensi secalral umum, alta lu bisal juga l menga lcu 

kepalda l alnggota l da lri lembalga l intelijen. Secalra l halrfialh alta lu dallalm alrti 

sempit intelijen bera lsa ll dalri kalta l intelgensial, intelektuall alta lu dalya l 

na llalr malnusia l, ya litu ba lga limalna l malnusia l denga ln intelijensial alta lu dalya l 

na llalrnya l berusa lha l alga lr da lpa lt hidup di tenga lh-tenga lh ma lsya lra lka lt ya lng 

semalkin kompleks, malmpu memecalhka ln malsa llalh ya lng diha lda lpi, 

melallui proses belaljalr da ln menga lja lr serta l ditempal oleh penga lla lmaln 

malnusia l ya lng pa lnja lng kemudia ln intelijensia l alta lu da lya l na llalr ma lnusia l 

itu terus berkembalng da ln ma lnusia l berusa lhal a lga lr kemalmpua ln 

intelijensial a ltalu dalya l na lla lr itu di ilmu pengeta lhualn a ltalu diilmia lhkaln 

menjaldi kemalmpualn intelijen a lkhirnya l ma lnusia l berha lsil 

mengembalngka ln intelijensial alta lu dalya l na llalr tersebut menjaldi ilmu 

pengeta lhualn intelijen.
18

 

Perkembangan sa la lt ini, halmpir seluruh nega lra l memiliki 

lembalga l intelijen ya lng berdiri sendiri. Seba lga li contoh, Indonesial 

                                                 
17

 Ibid., h.172. 
18

 Jalksal ALgung Mudal Intelijen, “Pembekallaln Intelijen Yustisiall Keja lksa laln”, (Jalkalrtal: 

Direklora lt Ertxluksi da ln Salralnal Inlelijen, 2006), h.2. 
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memiliki Ba lda ln Intelijen Nega lra l ya lng disingka lt sebalga li BIN, ya lng 

memiliki tuga ls da ln wewena lng ya lng independen. 

Tuga ls da ln wewenalng Ba lda ln Inlelijen Nega lra l sa llalh sa ltunya l 

menemukaln informalsi a ldalnya l duga la ln sua ltu tinda lk pidalnal ya lng da lpa lt 

menga lncalm sta lbilitals kea lmalna ln nega lra l. Intelijen sala lt ini halmpir 

menyentuh seluruh bida lng da ln seklor kehidupa ln malsya lra lka lt.
19

 

4. Kejalksa laln 

Secalra l prinsip, lembalga l Keja lksa la ln merupa lkaln a llalt nega lra l 

ya lng bertuga ls seba lga li penega lk hukum, menjalga l da ln melindungi 

malsya lra lka lt, serta l memalstika ln peneralpa ln hukum ya lng a ldil. Sehingga l, 

lembalga l Keja lksa la ln memiliki peraln seba lga li penegalk hukum. 

Keja lksa la ln a lda llalh insta lnsi pemerintalh ya lng da lpa lt 

melimpalhka ln perkalra l pidalna l, menga ljuka ln tuntutaln terha ldalp pelalku 

kejalha ltaln di penga ldilaln, sertal menja llalnka ln keputusaln daln putusa ln 

ha lkim pidalnal. Wewena lng ini menjaldi ka lra lkteristik khusus da lri 

kejalksa la ln ya lng membeda lka lnnya l da lri balda ln penega lk hukum lalinnya l. 

Selalin itu, da llalm kalsus tindalk pida lnal umum, peraln Jalksa l 

terbaltals seba lga li penuntut umum. Nalmun, dalla lm kalsus tindalk pida lnal 

khusus seperti korupsi Jalksa l memiliki pera ln ga lnda l sebalga li penyidik 

da ln penuntut umum. Sebalga li penyidik, merekal memerlukaln kealhlialn 

da ln keteralmpilaln khusus da lla lm mencalri daln mengumpulka ln bukti 

a lga lr da lpa lt mengidentifikalsi tersa lngka l. Pa lda l da lsa lrnya l, penyelidika ln 

                                                 
19

 Ibid. 
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da ln penyidika ln da lla lm setialp tindalk pida lnal merupalka ln ta lhalp a lwa ll 

da llalm penalnga lna ln berba lga li jenis keja lhalta ln, terutalmal korupsi. 

Seba lga li penyidik da lla lm ka lsus korupsi, Keja lksa la ln memiliki 

kewenalnga ln untuk mela lkuka ln penyelidika ln da ln penyidika ln. Setelalh 

penyidika ln dialngga lp selesa li oleh tim penyidik, berka ls perkalra l 

tersebut diseralhkaln kepa lda l Keja lksa la ln seba lga li penuntut umum. Jalksa l 

ya lng telalh ditunjuk sebalga li penuntut umum kemudialn melalkukaln 

pemeriksalaln. Jikal Jalksa l penuntut umum menilali balhwa l berkals 

perkalra l tersebut tidalk lengka lp, dalla lm wa lktu tujuh halri altalu lebih 

cepalt, merekal ha lrus mengemba llikaln berka ls tersebut kepalda l penyidik 

besertal petunjuk untuk melengka lpinya l. ALpa lbilal da llalm wa lktu tujuh 

ha lri setelalh menerimal berkals perkalra l da lri penyidik Jalksa l penuntut 

umum tida lk mengemballikaln berkals, ma lka l berkals tersebut dialngga lp 

suda lh lengka lp. Denga ln dikemba llikalnnya l berkals perka lra l oleh penuntut 

umum palda l penyidik diserta li denga ln petunjuk untuk kelengka lpa ln 

berkals ma lkal penyidik ha lrus menga ldalka ln penyidika ln lalnjuta ln guna l 

melengkalpi berkals selalmba lt-la lmbaltnya l da llalm wa lktu empalt belals ha lri 

selesali da ln dikirim lalgi pa lda l penuntut umum.
20

  

Jikal penuntut umum memalnda lng ba lhwa l penyidika ln ya lng 

dilalkuka ln oleh tim penyidik suda lh selesa li, malka l tim penyidik a lka ln 

menga llihkaln talnggung ja lwa lb alta ls balra lng bukti daln tersalngka l. 

Kemudia ln, penuntut umum alkaln mengeva llua lsi halsil penyidika ln 
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tersebut untuk menentukaln a lpa lka lh ka lsus tersebut dalpa lt dialjuka ln ke 

penga ldilaln a lta lu tidalk. Jikal penuntutaln dinya lta lkaln memungkinka ln, 

penuntut umum alkaln segera l menyusun sura lt dalkwa la ln. Sura lt da lkwa la ln 

ini memiliki peraln sa lnga lt penting da lla lm proses pemeriksala ln perka lral 

pidalna l. Seba lb suralt da lkwa laln merupalka ln da lsa lr daln menentukaln ba ltals-

ba ltals ba lgi pemeriksala ln terdalkwa l da llalm sida lng.
21

 

Kewena lnga ln Keja lksa la ln dialtur oleh Unda lng-Unda lng Nomor 

11 Talhun 2021 tentalng Keja lksa la ln Republik Indonesial. Keja lksa laln 

Republik Indonesial berfungsi seba lga li lemba lga l pemerintalh ya lng 

bertalnggung ja lwa lb a ltals pelalksa lna la ln kekualsa la ln nega lra l terutalma l 

da llalm hall penuntutaln da ln kewenalnga ln la lin sesuali denga ln ketentualn 

Pa lsa ll 1 alya lt (1) Unda lng-Unda lng No. 11 Talhun 2021 tentalng 

Keja lksa la ln Republik Indonesial. Da llalm menjalla lnkaln wewena lng 

nega lra l, Keja lksa la ln bertindalk secalra l independen da ln merupalka ln balgia ln 

ya lng tida lk terpisalhkaln da lri kekualsa la ln nega lral tersebut.  

Kekua lsa la ln Keja lksa la ln dijallalnka ln oleh Keja lksa la ln ALgung, 

Keja lksa la ln Tinggi, da ln Keja lksa la ln Negeri. Da llalm menyelesa likaln sua ltu 

perkalra l pidalna l, Keja lksa la ln mempertimbalngka ln prinsip-prinsip norma l 

kealga lma la ln, kemalnusia la ln, talta l kralma l, da ln etika l. Keja lksa la ln Negeri 

merupalka ln instalnsi pela lksa lna l kekualsa la ln Keja lksa la ln di tingka lt pertalma l 

ya lng berta lnggung ja lwa lb da llalm menalnga lni perkalra l pidalna l. Keja lksa la ln 
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Negeri berba lsis di ibu kotal Ka lbupa lten/Kotal denga ln yurisdiksi hukum 

mencalkup wilalya lh Ka lbupa lten/Kota l tersebut. 

5. Pencegalhaln 

Pengertia ln dalri pencega lhaln a ltalu preventif alda llalh pendekaltaln, 

prosedur daln metode ya lng dibua lt untuk meningkaltka ln kompetensi 

interpersonall seseoralng da ln fungsinya l seba lga li individu, pa lsa lnga ln, 

ora lng tua l, a ltalupun da llalm ketetibaln dalla lm sua ltu kelompok altalupun 

lembalga l. Seca lral etimologi, "preventif" beralsa ll da lri balha lsa l La ltin 

"pralvenire" ya lng bera lrti tindalka ln ya lng dilalkuka ln sebelumnya l untuk 

mencegalh a ltalu menga lntisipalsi sesua ltu ya lng tida lk diinginkaln. Da llalm 

konteks ya lng lebih lua ls, preventif menga lcu pa lda l usa lha l ya lng disenga lja l 

untuk mencegalh timbulnya l ga lnggua ln, kerusa lka ln, a ltalu kerugia ln ba lgi 

individu. Oleh kalrena l itu, tindalka ln preventif a ldalla lh la lngka lh-la lngka lh 

ya lng dia lmbil sebelum terjaldinya l sua ltu kejaldia ln ya lng da lpa lt 

menimbulkaln kerusalka ln alta lu kerugia ln. Da llalm konteks hukum, 

pencega lhaln merujuk palda l proses, metode, a ltalu tinda lkaln ya lng dia lmbil 

untuk mencega lh sesua ltu alga lr tidalk terja ldi, merupalka ln sua ltu usalha l 

ya lng dilalkuka ln sebelum terjaldinya l pela lngga lra ln. Upa lya l pencega lhaln 

kejalha ltaln merupalka ln upa lya l a lwa ll dalla lm menalnggula lngi kejalha ltaln.
22

 

6. Tinda lk Pida lnal Korupsi 

Istila lh "tinda lk pidalna l" bera lsa ll dalri istila lh ya lng a lda l da llalm 

hukum pidalna l Bela lndal ya lng dikena ll seba lga li "stralalfbalalrfeit". 
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Meskipun istilalh ini terdalpalt da llalm Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum 

Pida lnal Bela lnda l (WvS), na lmun tidalk a ldal penjelalsa ln resmi ya lng 

mengga lmba lrka ln secalra l rinci alpa l ya lng dimalksud denga ln "tinda lk 

pidalna l" tersebut. Ka lrenal itu palra l alhli hukum berusalha l untuk 

memberikaln a lrti daln isi da lri istilalhda lri tindalk pidalna l, menurut 

Wirjono Projaldikoro, tindalk pidalna l bera lrti sualtu perbualta ln ya lng 

pelalkunya l da lpa lt dikenalka ln pidalna l.
23

 

Tindalk pidalna l sa lma l denga ln perbualta ln pida lnal. Da lla lm KUHP 

pembalgia ln perbualta ln pidalnal, terdiri dalri dual ba lgia ln ya litu kejalha ltaln 

da ln pelalngga lra ln. Keja lhalta ln a ldalla lh perbualta ln-perbua ltaln ya lng 

meskipun tidalk ditentukaln da llalm unda lng-unda lng seba lga li perbua ltaln 

pidalna l, tetalpi telalh dira lsa lka ln seba lga li perbua ltaln pida lna l.
24

 Seda lngka ln 

pelalngga lra ln a lda llalh perbua ltaln-perbua lta ln ya lng sifa lt melalwa ln 

hukumnya l ba lru da lpa lt diketalhui setelalh a lda l unda lng-unda lng ya lng 

menentukalnnya l demikialn.
25

 

Korupsi da lla lm ensiklopedial Indonesia l dia lrtikaln seba lga li sua ltu 

fenomenal ya lng bera lsa ll dalri balha lsa l La ltin "corupptio" ya lng bera lrti 

penyua lpa ln daln "corupptore" ya lng beralrti merusalk. Korupsi 

merupalka ln geja lla l di ma lnal pa lra l peja lba lt da ln ba ldaln-ba lda ln nega lra l 

menya lla lhguna lka ln wewena lng mereka l melallui tindalka ln penyua lpa ln, 

pemallsua ln, daln tindalka ln tidalk terpuji la linnya l. Seperti ya lng dia lmbil 

da lri buku Evi Ha lrta lnti, Ba lha lruddin Lopa l merujuk palda l pa lndalnga ln 
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Da lvid Cha lmlers ya lng menjelalska ln malkna l istilalh korupsi da llalm 

berbalga li konteks ya lng menya lngkut malsa lla lh penyua lpa ln, ya lng 

berhubunga ln denga ln ma lnipulalsi di bidalng ekonomi da ln ya lng 

menya lngkut bida lng kepentinga ln umum.
26

 

Pa lsa ll 1 alngka l 1 Unda lng-Unda lng Nomor 30 Talhun 2002 

tentalng Komisi Pembera lntalsa ln Tinda lk Pida lnal Korupsi memberikaln 

definisi tentalng Tinda lk Pidalna l Korupsi. Definisi tersebut menga lcu 

pa ldal: 

 Pa lsa ll 1:  

“Tinda lk Pidalnal Korupsi aldallalh tindalk pidalnal sebalgalimalna l 

dimalksud dallalm UndalngUnda lng Nomor 31 Talhun 1999 tentalng 

Pemberalntalsaln Tindalk Pidalnal Korupsi sebalgalimalnal telalh diubalh 

denga ln Undalng-Undalng Nomor 20 Ta lhun 2001 tentalng Perubalhaln 

altals UndalngUndalng Nomor 31 Talhun 1999 tentalng Pemberalntalsaln 

Tindalk Pidalnal Korupsi”.
27

 

Menurut Pa lsa ll 103 Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Pida lna l 

(KUHP), memungkinka ln a lda lnya l pera ltura ln hukum pidalna l ya lng 

terdalpa lt di lua lr KUHP. Pera ltura ln hukum pidalna l ya lng bera lda l di lualr 

KUHP ini berfungsi seba lga li ta lmbalha ln a ltalu pelengka lp untuk hukum 

pidalna l ya lng tela lh dia ltur dalla lm KUHP. Pa lsa ll 103 KUHP ini 

menya lta lka ln ha ll tersebut: 
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“Ketentualn-ketentua ln dalla lm Ba lb I sa lmpa li denga ln Ba lb VIII 

buku ini juga l berlalku ba lgi perbua lta ln-perbualta ln ya lng oleh 

ketentualn perundalng-unda lnga ln la linnya l dialncalm denga ln 

pidalna l, kecualli jikal oleh undalng-unda lng ditentukaln la lin” 

Ya lng dima lksud denga ln hukum pida lna l khusus a lda lla lh.
28

 

“Semual tindalk pidalnal ya lng terdalpa lt dilua lr kodifikalsi da llalm 

Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum Pida lna l pa lda l buku II da ln buku 

III, misa llnya l tindalk pidalnal korupsi, tindalk pidalna l 

psikotropikal, tindalk pida lnal perba lnkaln da ln tindalk pidalna l 

na lrkotikal”. 

Da llalm konteks Unda lng-Unda lng Nomor 31 Ta lhun 1999 ya lng 

telalh diubalh denga ln Unda lng-Unda lng Nomor 20 Talhun 2001 tentalng 

perubalha ln Unda lng-Unda lng Nomor 31 talhun 1999 tenta lng tinda lk 

pidalna l korupsi, korupsi a lda llalh perbua lta ln secalra l melalwa ln hukum 

denga ln ma lksud memperkalya l diri sendiri alta lu ora lng la lin 

(perseoralnga ln a lta lu korporalsi) ya lng da lpa lt merugikaln keualnga ln a lta lu 

perekonomialn nega lra l. Denga ln demikia ln, untuk sua ltu tinda lka ln da lpa lt 

dialngga lp seba lga li korupsi, ha lrusla lh memenuhi unsur-unsur berikut: 

1) Setialp ora lng termalsuk korpora lsi; 

2) Memperkalya l diri sendiri, oralng la lin/korpora lsi;  

3) Da lpa lt merugikaln keualnga ln Nega lra l; 

4) Perbua ltaln, melalwa ln hukum.
29
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Korupsi da lpa lt dia lrtikaln seba lga li tinda lk pida lnal ya lng 

menga lkibaltka ln kerugia ln balgi nega lra l, a ltalu ya lng mempunya li ciri-ciri
30

:  

1) Mera lhalsia lka ln motif da ln alda l keuntunga ln ya lng ingin dira lih;  

2) Berhubunga ln denga ln kekua lsa la ln alta lu kewenalnga ln tertentu; 

3) Berlindung di ba llik pembenalra ln hukum; 

4) Melalngga lr ka lida lh kejujuraln da ln normal hukum.  

5) Mengkhia lna lti kepercalya la ln 

Selalin fa lktor-fa lktor ya lng menyeba lbka ln tinda lk pidalna l korupsi 

seperti ya lng telalh disebutkaln di alta ls, juga l a lda l falktor-fa lktor 

penyeba lbnya l ya litu : 

a l. Penega lka ln hukum tida lk konsisten a ltalu penega lka ln hukum ha lnya l 

seba lga li hia lsa ln politik, sifaltnya l sementa lral da ln selallu beruba lh setialp 

berga lnti pemerintalhaln.;  

b. Penya lla lhguna la ln kekua lsa la ln alta lu wewena lng; 

c. La lngka lnya l lingkunga ln ya lng a lntikorup, sistem da ln pedomaln 

a lntikorupsi halnya l dila lkukaln seba ltals forma llitals; 

d. Rendalhnya l penda lpa ltaln penyelengga lra la ln nega lra l. Pendalpa ltaln ya lng 

diperoleh halrus ma lmpu memenuhi kebutuhaln penyelengga lra l 

nega lra l, malmpu mendorong penyelengga lra l nega lra l untuk berprestalsi 

da ln memberikaln pelalya lna ln terbalik balgi ma lsya lra lka lt; 
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e. Kemiskina ln da ln kesera lkalha ln. Ma lsya lra lka lt kura lng ma lmpu 

melalkukaln korupsi ka lrena l kesulita ln ekonomi. Sedalngka ln mereka l 

ya lng berkecukupa ln melalkuka ln korupsi ka lrenal sera lka lh, tida lk 

pernalh pua ls da ln mengha lla llka ln sega lla l calra l untuk mendalpa ltkaln 

keuntunga ln; 

f. Buda lya l memberi upeti, imba llaln jalsa l da ln ha ldialh; 

g. Konsekuensi bilal ditalngka lp lebih rendalh da lripalda l keuntungaln 

korupsi. Sa la lt tertalngka lp bisa l menyua lp penega lk hukum sehingga l 

dibebalska ln a ltalu setidalknya l diringa lnka ln hukumalnnya l; 

h. Buda lya l permisif a lta lu serba l membolehka ln. Menga lngga lp bia lsa l bila l 

a ldal korupsi, ka lrenal sering terjaldi. Tidalk peduli ora lng la lin, alsa ll 

kepentingalnya l sendiri terlindungi; 

i. Ga lga llnya l pendidika ln a lga lma l da ln etikal. Ba lhwa l a lga lma l telalh ga lga ll 

menjaldi pembendung morall balngsa l da llalm mencega lh korupsi 

ka lrenal perilalku ma lsya lra lka lt ya lng memeluk alga lma l itu sendiri. 

Pemeluk alga lma l menga lngga lp a lga lma l halnya l pa lda l malsa lla lh 

ba lga limalna l sa lra l beribalda lh sa lja l. Sehingga l a lga lma l nya lris tida lk 

berfungsi da lla lm memalinkaln pera ln sosia ll.
31

 

B. Penelitialn Terda lhulu 

Bebera lpa l peneitialn sebelumnya l denga ln topik serupal telalh 

dilalkuka ln daln dijaldikaln seba lga li referensi sertal lalnda lsa ln untuk penelitialn 

ini, ya litu: 
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1. Oky Riza l Wija lya lnto, 2007, "(Pera lna ln Lemba lga l Keja lksa laln Da lla lm 

Pena lnga lna ln Perka lra l Tindalk Pida lna l Korupsi Di Ka lbupa lten 

Ba lnja lrnega lra l)" memba lhals tenta lng ba lga limalna l pera ln Lemba lga l 

Keja lksa la ln da llalm menalnga lni ka lsus korupsi di Ka lbupa lten Ba lnja lrnega lra l, 

ya lng seca lra l konsisten telalh berhalsil dallalm menyelesa likaln ka lsus-ka lsus 

korupsi. Sela lin itu, penelitia ln ini juga l alka ln mengula ls ba lga lima lnal pera ln 

Keja lksa la ln da llalm penalnga lna ln tindalk pidalna l korupsi, balik sebalga li 

penyidik ma lupun seba lga li penuntut umum. Selalin itu, skripsi ini alka ln 

menyelidiki ha lmbaltaln-ha lmba lta ln ya lng dihalda lpi oleh jalksa l da llalm 

mengha lda lpi kalsus korupsi, seperti ketalkuta ln seseora lng ya lng 

mengetalhui alda lnya l tindalk pidalna l korupsi nalmun engga ln 

melalporkalnnya l ka lrena l talkut kepalda l altalsa ln, dilalra lng oleh pelalku 

korupsi lalinnya l, a lta lu kesulitaln penyidik da llalm melalca lk alset tersalngka l 

ya lng sering berpinda lh-pinda lh. 

2. ALfa ln ALfika l, 2015, "(Tinjalua ln Yuridis Terhalda lp Intelijen Kejalksa la ln 

Da llalm Mengungka lp Terjaldinya l Tindalk Pidalna l Korupsi)" Penelitia ln ini 

membalhals a lna llisis pera ln intelijen Keja lksa laln da lla lm mengungka lp ka lsus 

korupsi denga ln memperkualt fungsi subseksi Intelijen Kejalksa la ln 

Negeri, merumuska ln kebijalka ln teknis terka lit intelijen, sertal 

melalksa lnalka ln tindalka ln hukum balik pencega lha ln malupun penindalka ln 

untuk menga lta lsi rintalnga ln da ln ta lntalnga ln. Ha ll ini juga l menca lkup a lspek 

produksi informalsi da ln a lla lt-a lla lt intelijen, sertal la lngka lh-la lngka lh 

penga lma lnaln teknis untuk mendukung pelalksa lna laln tuga ls denga ln 
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mempertimbalngka ln koordina lsi daln kerjal sa lmal denga ln instalnsi 

pemerintalh da ln orga lnisa lsi la linnya l di da lera lh, teruta lmal a lpalra lt intelijen. 

Selalin itu, penelitialn ini membalha ls la lngka lh-la lngka lh ya lng dia lmbil oleh 

intelijen Keja lksa laln da llalm mengungka lp kalsus korupsi, ya lng terbalgi 

menjaldi lalngka lh-la lngka lh yuridis da ln non-yuridis, seperti berkoordinalsi 

secalra l efektif denga ln kejalksa la ln sertal berinteralksi seca lral informall 

denga ln pa lka lr hukum pidalna l daln hukum taltal nega lra l. 

3. ALdek Dio Bena lrdo, 2017, "(Pera ln Intelijen Keja lksa la ln Da lla lm 

Pena lnga lna ln Perka lral Tindalk Pida lna l Korupsi (Studi Di Keja lksa laln 

Negeri Pa lda lng)" Penelitialn ini memba lha ls peraln Intelijen Kejalksa la ln 

Negeri Pa lda lng da lla lm menalnga lni ka lsus tindalk pida lnal korupsi, denga ln 

tiga l peraln utalmal. Pertalma l, dallalm konteks penyelidikaln kalsus tindalk 

pidalna l korupsi, Intelijen Keja lksa laln Negeri Pa lda lng berta lnggung ja lwa lb 

untuk mengumpulkaln informa lsi da ln bukti ya lng diperluka ln untuk 

memaljukaln proses penyidika ln ya lng dilalkuka ln oleh seksi pidalnal 

khusus. Kedua l, terkalit pencega lha ln ka lsus tinda lk pidalna l korupsi, 

intelijen ini terlibalt da llalm pembentuka ln Tim Penga lwa ll da ln 

Penga lma lna ln Pemerintalha ln da ln Pemba lnguna ln Da lera lh (TP4D) 

berdalsa lrka ln instruksi dalri Jalksa l ALgung. Ketiga l, intelijen Kejalksa la ln 

Negeri Pa lda lng juga l berperaln dallalm pencalria ln buronaln ya lng terka lit 

denga ln kejalksa la ln altalu penga ldilaln. Penelitialn ini juga l membalha ls 

ha lmbaltaln ya lng diha lda lpi oleh Intelijen Kejalksa la ln Negeri Pa lda lng da lla lm 
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menalnga lni perka lra l tindalk pida lna l korupsi, sa lmbil mengidentifikalsi 

upa lya l ya lng dila lkuka ln untuk menga ltalsi kenda llal-kenda lla l tersebut. 

4. Ridho Ona lnda l, 2021, "(Pera lna ln Jalksa l Intelejen Palda l Keja lksa laln Negeri 

Meda ln Da llalm Mengungka lp Tinda lk Pida lnal Korupsi Di Kota l Medaln 

(Studi Di Sub Seksi Intelijen Keja lksa la ln Negeri Medaln))" membalha ls 

mengena li kewenalnga ln Keja lksa la ln dallalm melalkukaln penyidika ln sesuali 

denga ln ketentua ln Pa lsa ll 30 Undalng-Unda lng Nomor 16 Ta lhun 2004 

tentalng Keja lksa la ln Republik Indonesia l, di malna l Keja lksa laln memiliki 

kewenalnga ln untuk melalkuka ln penyidika ln terhalda lp jenis tindalk pidalna l 

tertentu berda lsa lrkaln hukum ya lng berla lku. Pera ln Jalksa l sebalga li penyidik 

sa lnga lt penting dalla lm mela lkukaln penyelidikaln terkalit dugala ln Tinda lk 

Pida lnal Korupsi. Jalksa l penyelidik, seba lga li alwa ll dalla lm mencalri 

informalsi terkalit duga la ln Tindalk Pida lnal Korupsi, dituntut untuk dalpa lt 

melalksa lnalka ln tuga ls intelijen untuk mengidentifikalsi alda lnya l potensi 

tindalk pidalna l korupsi. Tuga ls ya lng diembaln oleh Jalksa l Penyelidik 

a ldalla lh mengumpulkaln daltal da ln keteralnga ln ya lng mendukung a lda lnya l 

duga la ln tindalk pidalna l korupsi. Kenda llal-kenda lla l ya lng diha lda lpi 

mencalkup pengumpula ln da ltal di la lpa lnga ln da ln da lla lm a lspek 

a ldministraltif. Selalin itu, kendalla l di lalpa lnga ln terma lsuk curiga la ln wa lrga l 

malsya lra lka lt ya lng da lpa lt mengha lmba lt proses penyelidikaln ka lrenal 

wilalya lh intelijen halrus dia lmalnka ln, da ln ini dalpa lt mengga lnggu 

keterbukalaln denga ln ma lsya lra lka lt. Sa lla lh sa ltu solusi untuk mengalta lsi 

kendalla l ini alda lla lh denga ln berinteralksi denga ln ma lsya lra lka lt untuk 
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memalhalmi laltalr belalka lng kejaldia ln ya lng seda lng diselidiki, sehingga l 

da lpalt membedalka ln alpa lka lh terdalpalt indika lsi tinda lk pidalnal korupsi a ltalu 

tidalk.  
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Talbel 2.1 

Persalmala ln daln perbeda laln 

 

No Na lmal, Ta lhun daln Judul Persa lmala ln Perbedala ln 

1. Oky Riza l Wija lya lnto, 

2007, "(Pera lna ln 

Lemba lga l Keja lksa la ln 

Da llalm Pena lnga lna ln 

Perka lral Tindalk Pida lnal 

Korupsi Di Ka lbupa lten 

Ba lnja lrnega lra l)" 

Da lri penelitialn sa lmal-

sa lmal mengguna lka ln 

metode kuallitaltif daln 

a ldal kesa lmala ln dalla lm 

membalhals lemba lga l 

Keja lksa la ln da lla lm 

tindalk pidalna l korupsi. 

Pa lda l perbedala ln, 

peneliti 

mengguna lka ln 

pendekaltaln yuridis 

sosiologis. wa lla lupun 

sa lmal-sa lma l merujuk 

kepalda l lembalga l 

Keja lksa la ln, tetalpi 

skripsi penulis lebih 

fokus pa lda l 

kewenalnga ln bida lng 

intelijen kejalksa laln. 

2. ALfa ln ALfika l, 2015, 

"(Tinja lua ln Yuridis 

Terhalda lp Intelijen 

Keja lksa la ln Da lla lm 

Mengungka lp Terjaldinya l 

Tindalk Pida lnal 

Korupsi)" 

Jenis penelitialn 

hukum normaltive daln 

bersifalt deskritif. 

Sertal, membalha ls 

mengena li bidalng 

intelijen kejalksa la ln 

da llalm tindalk pida lnal 

korupsi. 

Peneliti tidalk 

menguna lka ln 

pendekaltaln ka lsus 

da ln palda l 

pengguna la ln balha ln 

hukum peneliti 

mengguna lka ln 

Unda lng-Unda lng 
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Keja lksa la ln la lmal. 

Sertal penelitia ln lebih 

memfokuskaln 

kepalda l 

pengungka lpa ln 

terjaldinya l tinda lk 

pidalna l korupsi. 

3. ALdek Dio Bena lrdo, 

2017, "(Pera ln Intelijen 

Keja lksa la ln Da lla lm 

Pena lnga lna ln Perka lral 

Tindalk Pidalna l Korupsi 

(Studi Di Kejalksa la ln 

Negeri Pa lda lng)"  

Sa lmal-sa lma l 

membalhals mengena li 

bidalng Intelijen 

Keja lksa la ln da lla lm 

tindalk pidalna l korupsi 

sertal da ltal dia lna llisis 

denga ln kua llitaltif daln 

disa ljikaln seca lral 

deskriftif. 

Peneliti 

mengguna lka ln 

metode yuridis 

sosiologis da ln serta l 

penelitialn lebih 

memfokuskaln 

kepalda l pena lnga lna ln 

terhalda lp perkalra l 

tindalk pidalna l 

korupsi. 

4. Ridho Ona lnda l, 2021, 

"(Pera lna ln Jalksa l 

Intelejen Pa ldal 

Keja lksa la ln Negeri 

Meda ln Da lla lm 

Mengungka lp Tindalk 

Sa lmal-sa lma l 

mengguna lka ln da lta l 

dialna llisis denga ln 

kua llitaltif daln 

membalhals mengena li 

bidalng intelijen da lla lm 

Peneliti 

mengguna lka ln 

metode yuridis 

emperis daln sertal 

penelitialn lebih 

memfokuskaln 
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Pida lnal Korupsi Di Kota l 

Meda ln (Studi Di Sub 

Seksi Intelijen 

Keja lksa la ln Negeri 

Meda ln))" 

tindalk pidalna l korupsi. kepalda l 

pengungka lpa ln 

terhalda lp perkalra l 

tindalk pidalna l 

korupsi. 

 

Da lri beberalpa l literaltur skripsi da ln ka lrya l ilmialh dia ltals penulis 

menyimpulka ln balhwa lsa lnya l rumusa ln ma lsa llalh ya lng penulis alngka lt berbedal 

denga ln bebera lpal penelitialn tersebut. Secalra l substa lnsia ll penelitialn ya lng 

a lkaln dila lkuka ln oleh penulis berbedal denga ln pa lra l peneliti ya lng terda lhulu. 

Ha ll ini ka lrena l penulis berfokus mengka lji palda l kewenalnga ln bida lng 

intelijen kejalksa la ln dalla lm pencegalha ln tinda lk pidalnal korupsi daln upalya l a lpa l 

sa ljal ya lng dila lkukaln intelijen Keja lksa laln da llalm pencega lha ln tindalk pida lnal 

korupsi denga ln studi ka lsus ya lng berbeda l denga ln pa lra l peneliti sebelumnya l 

ya litu ka lsus penga lda la ln ja lringa ln internet UIN Suska l Ria lu. 
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BALB III 

METODE PENELITIALN 

A. Jenis Penelitialn  

Jenis penelitia ln ya lng diguna lka ln penulis a lda llalh penelitialn yuridis 

normaltif, ya litu studi dokumenter ya lng bersifa lt deskriptif. Penelitia ln hukum 

ini dilalkukaln denga ln ca lra l meneliti balha ln pusta lkal a lta lu da ltal sekunder bela lkal, 

ya lng disebut juga l seba lga li penelitia ln hukum kepustalka la ln.
32

 Penelitian ini 

akan menganalisis bahan-bahan hukum yang tersedia, khususnya yang 

terkait dengan korupsi dan kewenangan kejaksaan di bidang intelijen, 

dengan tujuan untuk memahami secara mendalam topik tersebut tanpa 

melakukan pengumpulan data lapangan. 

Penelitialn hukum normaltif (normaltive lalw resealrch) meneralpka ln 

studi kalsus norma ltif ya lng mencalkup produk perilalku hukum, seperti 

menga lna llisis undalng-unda lng. Fokus uta lma lnya l a lda llalh hukum ya lng dia lngga lp 

seba lga li normal a ltalu a lturaln ya lng berla lku da llalm malsya lra lka lt daln menjaldi 

pedomaln ba lgi tinda lka ln setialp individu. Sehingga l penelitialn hukum norma ltif 

berfokus pa ldal inventa lrisa lsi hukum positif, a lsa ls-a lsa ls da ln doktrin hukum, 

penemualn hukum da llalm perka lral in concreto, sistemaltikal hukum, ta lralf 

sinkronisa lsi, perbalndinga ln hukum daln sejalra lh hukum.
33

 Berda lsa lrka ln 

penjelalsa ln di alta ls, penulis memilih mengguna lka ln metode penelitialn hukum 

normaltif seba lga li pendekalta ln da llalm penelitialn ini. Keputusa ln ini dida lsa lrka ln 
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 Balmbalng Sunggono, Metodologi Penelitialn Hukum, (Jalkalrtal: Raljal Gralfindo Persaldal, 

2003), h.13. 
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 ALbdulkaldir Muha lmmald, Hukum daln Penelitialn Hukum, (Balndung: PT. Citra l ALdityal 

Balkti 2004), Cet. 1, h.52. 
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pa ldal kesesua lia ln a lntalra l teori daln metode penelitialn ya lng sesua li denga ln 

kebutuhaln penulis, terutalmal da lla lm menga lna llisis pera lturaln ya lng terda lpalt 

da llalm Undalng-unda lng Nomor 11 Talhun 2021 tentalng Keja lksa la ln Republik 

Indonesia l, khususnya l mengena li kewena lnga ln bida lng intelijen kejalksa la ln 

da llalm pencegalha ln tindalk pida lnal korupsi. 

B. Pendeka ltaln Penelitialn 

1. Pendekalta ln Perundalng-unda lnga ln (Staltute A Lpproalch) 

Menurut Peter Malhmud Ma lrzuki pendekalta ln undalng-unda lng 

a ldalla lh:
34

 

“Pendekaltaln unda lng-unda lng (staltute alpproalch) dilalkukaln 

denga ln menelala lh semual undalng-unda lng regula lsi ya lng 

bersa lngkuta ln pa lut denga ln perma lsa lla lhaln ya lng seda lng 

ditalnga lni. Pendekalta ln Perundalng-unda lnga ln alda llalh pendekaltaln 

denga ln mengguna lka ln legilalsi da ln regula lsi.” 

Pendekalta ln yang ditera lpkaln dalam penelitialn normaltif tentu 

ha lrus berfokus palda l perundalng-unda lnga ln Ka lrena lobjek penelitia ln 

utalma lnya l a lda llalh berba lga li a lturaln hukum. Penelitialn ini, penulis 

mengguna lka ln perunda lng-unda lnga ln ya lng menca lkup Undang-Undang 

Keja lksa la ln Republik Indonesia l, Undang-Undang Tinda lk Pida lnal 

Korupsi, Undang-Undang Penyelengga lra la ln Nega lra l Ya lng Bersih Da ln 

Beba ls Da lri Korupsi, Kolusi Da ln Nepotisme, sertal peralturaln hukum lalin 

ya lng releva ln denga ln penelitialn ini. 
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 Mukti Falja lr daln Yulia lnto ALchmald, Duallisme Penelitialn Hukum Norma ltif da ln Empiris, 

(Yogyalkalrtal: Pustalkal Pelaljalr, 2010), h.157. 
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2. Pendekalta ln Ka lsus (Ca lse A Lpproalch) 

Pendekalta ln ka lsus da lla lm penelitialn hukum normaltif memiliki 

tujualn untuk meneliti implementalsi normal-norma l a lta lu a ltura ln hukum 

da llalm pra lktik hukum. Pendekalta ln seperti ini umumnya l difokuska ln pa ldal 

ka lsus-ka lsus ya lng tela lh diputuskaln. Ka lsus-ka lsus tersebut bermalkna l 

empirik, nalmun da llalm sua ltu penelitialn normaltif, ka lsus-ka lsus tersebut 

da lpalt dipelaljalri untuk memperoleh sualtu ga lmba lra ln terhaldalp da lmpa lk 

dimensi pernormala ln da llalm sua ltu altura ln hukum da llalm pralktik hukum, 

sertal mengguna lka ln ha lsil a lnallisisnya l untuk balha ln malsuka ln da llalm 

eksplalna lsi hukum.
35

 

Penulis memilih pendekalta ln studi ka lsus ka lrena l tujualn da lri 

penelitialn ini aldalla lh untuk mengkalji kewenalnga ln bida lng intelijen 

kejalksa la ln dalla lm mencegalh tindalk pidalna l korupsi, denga ln fokus palda l 

ka lsus penga lda la ln ja lringa ln internet di Uin Suska l Ria lu. Ka lsus ini tida lk 

termalsuk dalla lm kaltegori putusaln penga ldilaln umum, nalmun pendekalta ln 

ka lsus teta lp releva ln da llalm penelitialn ini, ka lrenal tida lk semual penelitialn 

ya lng menera lpka ln pendekaltaln ka lsus ha lrus berhubunga ln denga ln putusa ln 

penga ldilaln. 

C. Balhaln Hukum 

1. Ba lha ln hukum primer. 

Ba lha ln hukum primer meliputi peralturaln perunda lng-unda lnga ln 

ya lng tersusun seca lra l hieralrkis. Isi da lri sumber hukum ini memiliki 
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kekualta ln hukum ya lng mengika lt malsya lra lka lt, ya lng disebut perundalng-

unda lnga ln. 

Sumber hukum primer terdiri dalri peralturaln perundalng-unda lnga ln ya lng 

berkalitaln denga ln subjek penelitialn ini, ya litu sebalga li berikut: 

a. Unda lng- Unda lng Da lsa lr Nega lra l Republik Indonesia l 1945. 

b. Kita lb Unda lng-Unda lng Hukum ALcalra l Pida lnal (KUHALP). 

c. Unda lng-Unda lng Republik Indonesia l Nomor 28 Talhun 1999 tentalng 

Penyelengga lra la ln Nega lra l ya lng bersih da ln bebals da lri Korupsi, 

Kolusi, da ln Nepotisme. 

d. Unda lng-Unda lng Nomor 31 ta lhun 1999 jo Unda lng-Unda lng nomor 

20 talhun 2001  tentalng pembera lntalsa ln tinda lk pidalna l korupsi. 

e. Unda lng-unda lng Nomor 19 Ta lhun 2019 tentalng Komisi 

Pemberalntalsa ln Tindalk Pida lna l Korupsi. 

f. Unda lng-Unda lng Nomor 11 Ta lhun 2021 tentalng Keja lksa la ln 

Republik Indonesial. 

2. Ba lha ln hukum sekunder. 

Ba lha ln hukum sekunder aldalla lh malteri hukum ya lng diperoleh 

da lri buku teks, jurnall-jurna ll, pendalpa lt pa lral a lhli, kalsus-ka lsus hukum, 

sertal ha lsil diskusi simposium ya lng dia ldalka ln oleh pa lral a lhli ya lng 

memiliki keterkalitaln. Da llalm penelitialn ini, balha ln hukum sekunder 

berfungsi seba lga li referensi ya lng tida lk bersifalt mengika lt, nalmun 

memberikaln penjelalsa ln terhalda lp ba lhaln hukum primer, termalsuk: 
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a. Penjelalsa ln ya lng terda lpalt dalla lm undalng-unda lng, tinjalua ln literaltur, 

literaltur ilmialh, jurna ll, sertal a lrtikel ya lng berka lita ln denga ln topik 

penelitialn; daln  

b. Pa lnda lnga ln pa lra l alhli daln temualn da lri penelitialn sebelumnya l a lta lu 

a lnallisis ya lng telalh dila lkuka ln oleh pa lral a lhli da llalm konteks 

penelitialn ini. 

3. Ba lha ln hukum tresier 

Ba lha ln hukum tersier alda lla lh balha ln hukum ya lng memberikaln 

petunjuk altalu penjelalsa ln berma lknal terha lda lp ba lhaln hukum primer da ln 

sekunder, seperti kalmus hukum, ensiklopedial, da ln lalin-la lin.
36

 

Ba lha ln hukum tersier memberika ln dukunga ln kepa lda l sumber 

hukum primer daln sukender denga ln tujualn untuk memudalhka ln 

pemalha lnaln serta l memberikaln penjela lsa ln ta lmbalha ln mengena li sumber 

hukum lalin ya lng diguna lka ln seba lga li pelengka lp informalsi. Sumber 

hukum tersier ya lng berka lita ln dalla lm penelitialn ini aldalla lh: 

a. Ka lmus Hukum; da ln 

b. Ka lmus Besa lr Ba lha lsa l Indonesia l. 

 

D. Teknik Pengumpula ln Daltal 

Penulis mengguna lka ln studi kepustalka la ln (libralry resea lrch) sebalga li 

metode pencalria ln sumber hukum untuk mengumpulkaln daltal ya lng 

dibutuhkaln. Da lla lm penelitialn ini, dalta l sekunder diperoleh mela llui studi  
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pusta lkal, ya litu sua ltu ca lra l ya lng diguna lka ln da llalm mengumpulkaln da lta l melallui 

da ltal tertulis denga ln memperguna lkaln content alnallysis.
37

 Penelitian ini akan 

mengumpulkan data dengan cara merujuk pada literatur-literatur yang 

berkaitan dengan kewenangan di bidang intelijen dalam konteks pencegahan 

tindak pidana korupsi, dengan acuan pada ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia. 

 

E. Anallisisl Dalta l 

Penelitian ini menerapkan metode analisis yuridis kualitatif, yang 

melibatkan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sejalan 

dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Ha lsil penelitialn ya lng 

diperoleh memerlukaln a lna llisis lebih menda llalm seba lga li da lri ba lhaln  hukum. 

ALna llisa l balha ln hukum ya lng diguna lka ln da llalm penelitialn ini alda llalh 

interpretalsi, ya litu denga ln pengguna la ln metode yuridis da lla lm membalha ls 

sua ltu persoa llaln hukum.
38

 Hal ini berkaitan erat dengan kewenangan intelijen 

kejaksaan yang diatur dalam UU No 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, terutama dalam konteks pencegahan tindak pidana 

korupsi. Dalam proses interpretasi data, penulis akan menggunakan berbagai 

sumber hukum primer (seperti undang-undang), sekunder (seperti literatur 

hukum), dan tersier (seperti putusan pengadilan) untuk memahami secara 

                                                 
37

 Soerjono Soekalnto, Op.Cit, h.22.  
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komprehensif ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan intelijen 

kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. 

Evaluasi kualitas sumber hukum yang relevan juga akan membantu 

penulis untuk memastikan bahwa penafsiran dan pemahaman terhadap 

kewenangan intelijen kejaksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Langkah terakhir, yaitu menyusun sumber hukum secara 

terstruktur, akan mempermudah penulis dalam merinci dan menjelaskan 

berbagai aspek terkait kewenangan intelijen kejaksaan dalam UU tersebut, 

sehingga informasi tersebut dapat lebih mudah diakses, dipelajari, dan 

dijelaskan dalam penelitian. 

Jadi, proses interpretasi data tersebut sangat penting dalam 

mendukung penelitian tentang kewenangan intelijen kejaksaan dalam 

pencegahan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada UU No 11 Tahun 

2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Metode penalfsira ln ya lng diguna lka ln da lla lm penelitia ln ilmu hukum 

normaltif terdiri dalri dual metode, ya litu:  

a) Pena lfsiraln gra lma ltikall alda llalh penalfsira ln menurut taltal ba lhalsa l da ln kaltal-

ka ltal ya lng merupa lka ln a llalt ba lgi pembua lt undalng-unda lng untuk 

menya lta lka ln malksud da ln kehenda lknya l.
39

 

b) Pena lfsiraln sistema ltis alda lla lh penalfsira ln ya lng menghubungka ln pa lsa ll 

ya lng sa ltu denga ln pa lsa ll ya lng la lin da llalm sua ltu perunda lng-unda lnga ln 

ya lng berka litaln a ltalu pa lda l perundalng-unda lnga ln ya lng la linnya l, a lta lu 
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membalcal penjelalsa ln sua ltu perunda lng-unda lnga ln sehingga l da lpa lt lebih 

memalhalmi.  

Denga ln mengguna lka ln kedual pendekaltaln interpretalsi tersebut, 

lalngka lh penyelesa lialn masalah dilakukan dengan menyimpulkn 

jawaban terhadap pertanyaan penelitian secara deduktif. Pengolahan 

ba lhaln hukum dilalkukaln denga ln metode deduktif, ya lng bera lrti berpikir 

da lri hall-ha ll umum untuk kemudialn menyimpulkaln hall-ha ll ya lng lebih 

khusus mengena li kewena lnga ln intelijen Keja lksa la ln da lla lm mencega lh 

tindalk pidalna l korupsi. 
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BALB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Berda lsa lrka ln ha lsil penelitialn ya lng dila lkukaln oleh penulis, dalpa lt di 

simpulkaln ba lhwa l: 

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan memberikan dasar 

hukum yang lebih kuat dan komprehensif untuk peran intelijen kejaksaan 

dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini, 

kewenangan intelijen kejaksaan diperluas untuk mencakup berbagai tahapan, 

mulai dari pengumpulan informasi hingga penyelidikan dugaan tindak pidana 

korupsi. Dengan demikian, Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang 

Kejaksaan memberikan landasan hukum yang kuat untuk memperkuat peran 

intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan 

kewenangan yang lebih luas dan kerja sama yang lebih erat dengan lembaga 

lain, intelijen kejaksaan memiliki peran yang kunci dalam upaya menciptakan 

lingkungan yang lebih bersih dan transparan serta memberantas korupsi di 

Indonesia. 

2. Upa lya l pencega lha ln tindalk pida lna l korupsi ya lng dila lkuka ln oleh Keja lksa laln 

meliputi Upaya Pencegahan tindak pidana korupsi meliputi program 

pembinaan masyarakat taat hukum, Program peningkatan jaringan 

masyarakat anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), TP4, Program Akur, 

Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 

Korupsi serta Jaksa Masuk Kampus. 
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B. Salraln 

Berda lsa lrka ln a ltals kesimpula ln tersebut dialta ls, penulis memberika ln sa lra ln 

seba lga li berikut : 

1. Kejaksaan perlu lebih aktif dalam membangun jejaring kerja sama dengan 

lembaga penegak hukum lain, termasuk pihak berwenang, kepolisian, dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk meningkatkan efektivitas 

pencegahan korupsi. Selain itu, peneliti menyoroti perlunya 

pengembangan metode dan strategi yang lebih inovatif dalam 

mengoptimalkan kewenangan kejaksaan dalam upaya pencegahan tindak 

pidana korupsi serta penerapan teknologi informasi untuk mendukung 

tindakan preventif secara efektif. 

2. Perlunya l dukunga ln ma lsya lra lka lt da llalm upa lya l mencega lh da ln memberalnta ls 

korupsi denga ln menya lmpa lika ln informalsi alta lu lalporaln berkalitaln denga ln 

tindalk pidalna l korupsi ya lng terja ldi, termalsuk menya lmpa likaln informalsi 

a ltalu lalpora ln ke Keja lksa la ln. 
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